- BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOVIOR @ OU TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUE PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Menimbang

rAcnigingat

KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 - 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

a. bchwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor

11 Tahun 2009 ientang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah  (RPIMD) Kabupaten
Langkat tahun 2009 - 2014 telah disetujui oleh DPRD
Kabupaten Langkat dengan Keputusan Nomor 43
Tahun 2009 tanggal 09  QOktober 2009  dan
ciundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tohun 2009 Nomor 01 Ser E Tanggal
22 Nopember 2009

. bohwa  berdasarkan pertimbangan  sebagimana

cimaksud paaa huruf a maka peru menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk  Pelakscnaan
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11
Tafnn 2009 tentang Rencong Pembangunan Jangke
Menengan Daerah (RPIMD) Kabupaten Langket
Tahun 2007 - 2014,

i Undang -« Undang No. 7 Drt Thr 1956 tentang

Pamtientukan Daerah Clonom Kabupaten-
kahunater dalam lingkungan Provinsi Sumeatere Utarg
Lembaran Negara Republik Indonesic tahur 1956
Ney. 58

cUndang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 terntang

Kruangan  Negara  (lembaran Negara Republik
Inctoresia Tahun 2003 Nomor 47, f[ombahon
~embaran Negara Republik tndonesia Nomor 4286}



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pemboﬁgunqn Nasional {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negora Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentong
Pemeriniahan Daerah (Lembaraon Negara Republik
indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lernbaran Negara Repub'lk Indonesia Nomor 4437},
sebagaimana beberopa kali divbah ferakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan anfara Pemerintoh Pusat
dan Pzmerintah Daerah {Lembaran Negara Republik
Inclaneasia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lenbaran Negara Republik Indanesia Nonor 4438):

Jodang-Undang  Nomar 1/ Tanun 2007 lentang
Kercana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 20285 (Lembaran Negara Republik
Incdlonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4700);

Undarg-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Ferataan Ruang  (lembaran Negara  Repubik

Indaonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pernerintah Nomo: 5 Tahun 1982 tentang
Pzrpindahan lbukota Kabupaten Dati 1| Langkat dari
Binjai ke  Siabat  [Ltembaran  Negara  Republik
ndoresia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
pervbahan batas witayah Kotamadya Dati 1l Binjai,
Kabupaten Dati 1| Langkat dan Kabupaten Dati | Defi
Serdang  {Lembaran  Negara  Republik  Indonesic
Tahun 1986 Nomor 3323);



12,

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negarg
Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambauhan
Lembiaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2007 tentang
taporan  Penyelenggaraon  Pemerinian Daerah
kepaca Pemerimiah, Laporan Keterangan
Pectanggungjawaban  Kepala  Daerah kepada
Newar  Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Loboian  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat  [Lembaran Negara Republik
Indonesic Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Repablik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintab Nomaor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pernedntah, Pemerintuhan Daerah  Provinsi  dan
Pomerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambcohan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4737);

Porararan Pemerintah Namor 06 tahun 2008 terntang
Fedoman Evaluast Penvaelenggaaan Pamenntahan
Dewxrah (Lemberan Negara Republik indonesia Tahun
2068 Nomor 19, Tambaohan  lLembaran  Negoro
Republik Indonesia Nomar 4815);

Peraturan Pemerintah Nomaor 8 Tahur 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian dan
Evaluasi - Peloksanaan Rencana  Pembangunan
Doerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
<333 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4817):

Peroturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 24
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional  [Lembarar Negara Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomeor 48, Tambahan Lemboran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  sebagaimana  felah  divubah  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007,



17 earaturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8
L 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangxa
Mernangah Daerah Provinsi Sumatera Utara fahun
2009 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara tahun 2008 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran
Dacrah Provinsi Surnatera tara Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Longkat Nomor 23
Tehoun 2007 fentang  Permbentukan  Organisdsi
Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

19, rerafuran Daerah Kabupaten Langkat Nomor il
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Doerah  (RPIMD] Kabupaten Langkat
Tahan 2009 — 2014,

20, Persturan Bupall Langkat Nomor 31 Tahun 2008
tertang  Rincian  Tugas  dan Fungsi  Boppeda
Kabupaten Langkat

MEMUTUSKAN:

Menelapkan | PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAR
(RPJMD} KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 - 2014.

Pasal 1

Menghrunjuk  Kepala Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah
(Bappeda) Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang  Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah (RPJMD} Kabupaten Fangkat tahun 2009 - 2014,

Pasal 2

Heil — hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkul
teknis pe'aksanaanrya  diatur dan  ditetapkan  lebih lanjut  dengan
Peraturan Bupati .



"

Pasal 3
Praturan ini berlaku sejak fanggal divndangkan.
Ager sefiap  orang mengetahuinya, mermerinfapkan pengundangan
Peralurarn ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Langka’,

Ditetapkan di - Stabat

pada fanggal 14 Jnaart 2010

BUPAT! LANGKAT,

%0‘

NGOGESA SITEPU

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan.

2. DPRD Kabupaten Langkat di Stabat.

3. Badan/Dinas/Kantor/Jawatan se Kabupaten Langkat

Diundaygkan di Stabot
pada tahggal 14 Januar 2010

SEKRETARISY
KABUPATEN [}
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BERITA DAFRAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR : OL
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